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Pasal 34 UUD 945 yang mengatur pemelzka-

“ragn skin dan anak-anak terl -
1eg0; punyai kaitan yarzg sangat erat de-
ngarz pas 133 yan mengatur dasar demokrasz
ekonomi negara. Dengan menggunakan penaf-
siran sistematik dori kedun posal tersebut,
penyelemmn masalah fakir miskin dan anak-
anak terlantar 'di Indonesia harus dikaitkan
dengan asas demokrasi ekonomi, Oleh’ karena
itu pemtumn pemndang-undangan yang seca-
ra khusus mengafur tugas«tugas pemenntah'
umfuk "memelikara” faktr miskin: dan anak—
tmal. tedantar peﬂu segem dzbuat' o '

. Pendahuluan o '_ y

Pasa! 34 UUD 1945 mengatakan "Falﬂr miskin dan anak-anak yang ter-
lantar d:pehhara oleh negara". Pasal ini sebenarnya tidaklah berdiri sendiri;
tetapi terkait erat dengan pasal 39 di atasnya yang mengatur dasar "demok-
rasi ekonomi negara”. Oleh karena itu, ‘penjelasan atas pasal 34 mengatakan

"telahjelas, lihat di atas”. Artinya maksud yang dikandung pasal 34 it
"telah'jelas" dikemukakan dalam penjelasan atas pasal 33. Memang, kedua
pasai ini (pasal 33 dan 34) termasuk ke dalam bab yang sama, yaitu' Bab
X1V yang judulnya "Kesejahteraan Sosial". Jadi, jika d:gunakan penafsiran
sistematik, maka masalah "fakir’ miskin dan anak-anak yang terlantar™ itu
penyelesaiannya haruslah dikaitkan dengan asas "demokras1 ekonomi yang
d:Ixcandunﬂr oleh pasal sebelumnya -

“UUD 1945 sébagaimana telah dlketahm bersama, adalah undang~undang
dasar yang singkat. Apa yang diatir oleh UUD itu hanyalah pokok-pokok
penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk pula tata kehidupan sosial
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- masyarakatnya. Diantara 37 pasal UUD 1945, terdapat 16 pasal yang secara
tegas mengatakan bahwa pengaturan 1ébih lanjut terhadap aturan-aturan dasar
yang dikandung- oleh pasal-pasal -itu" akan diatur secaralebih- terperinci
dengan undang—undang Tetap1 khusus pasal 33 dan 34, UUD 1945 tidak
memerintahkan agar dibuat undang-undang untuk memerincinya lebih lanjut. .
.Apakah ini berarti memang tidak periu ada undang-undang yang akan meme-
rinci dasar demokrasi ekonomi:serta fakir miskin dan anak-anak terlantar?

Masalahnya tentu tidak demikian. Pasal-pasal UUD hanyalah berisikan
ar-penyelenggaraan negara, Norma-norma dasar itu. .pada
dapat dioperaisionalkan secara langsung ke dalam praktek,

'tanegara ada- pendapat-pendapat yang berkembang

suatu norma ;dasar {grundnorm] tidaklah dapat dipaksakan pelaksa-

ny: dengan ancaman sanksi, sekahpun sank31 itu adalah sanksi dalam

' 'Di negara klta pendapat dz atas ada juga pendukung pendukurzgnya
:'hanya dapat diberikan oleh. undang undang, atau peraturan perun-
dangan yang lebih rendah. Berdasarkan pandangan ini, kendatipun pasal 34
UUD 1945 mengandung suatu rumusan imperatif kepada negara untuk me-
melihara fakir miskin dan anak-angk yang terlantar, namun apabila Peme-
rintah -- badan yang dapat bertindak atas nama negara -- dalam prakiek tldak
memperdulikan nasib fakir miskin dan anak-anak vang terlantar tadi, maka
tidak akan ada swatu sanksi apapun yang dapat dikenakan kepada Pemermtah
Kalau pendapat ini diikuti, maka rakyat tentu akan berfikir bahwa sebaiknya
memang perlu ada undang-undang yang akan memerinci ketentuan pasal 34
tadl. Dengan demikian, jika Pemerintah lalai memelihara fakir miskin dan
anak-anak yang terlantar, maka melalui wakil- -wakilnya di DPR, rakyat dapat
mengawasi dan menegur Pemerintah jika sekiranya ada fakir miskin. dan
anak-anak yang terlantar yang nasibnya "dibiarkan” begitu saja. MPR dapat
Juga:- menyoal Pemerintah kalau sekiranya Pemerintah lalai melaksanakan
tanggungjawab. sosialnya memelihara fakir miskin dan anak—anak yang. ter-
lantar tadi. : :

Tetapi persoalannya kemudian, s:apakah yang akan membuat undanﬁ-
undang untuk memerinci pasal 34 tadi yang diharapkan akan "memaksa"
Pemeriniah ‘memelihara fakir miskin dan-anak-anak yang terlantar itu?
Jawabannya tentu, undang-undang itu harus dibuat oleh Pemerintah dengan

"persetujuan” DPR. Atau sebaliknya, DPR yang akan membuat rancangan
undang-undang, untuk kemudian dlsemjm oleh Pemerintah. Mengingat

konstelasi politik yang ada sekarang ini - termasuk faktor-faktor intern di
PR - aoabmog ralrunt jamoan famlali lamornle Ioomolomoee, S 7 cap




_ang akan ‘muncul dari DPR: Kalaupun usul mlsaat:f 1tu ada" "':'za:"i. -;.
pula Kepada "persefujuan” dari pihak Pemerintah. '
ketentuaa pasal .:4 i dxfahamz secara harfiah Yam‘ st

| 'terga tung

i andaran penyusunan UUi ini, sebagaimana terlihat di daiam konszderan. :
. mengmgat" ialah pasal 34 -- dzsampmg pasal 27 dan pasal 33 o UUD E945'-:
yang sedang kita bicarakan dalam seminar sekarang ini.

materil maupun spmtml yang diliputi oleh rasa keselamatan kesusaiaan dan
Keténteraman lahir batin, yang memungkmkan bagi setiap Warganegara:'
untuk mengadakan usaha pemenuhaﬁ kebutuhan-kebutuhan  jasmaniah, roha~
nizh dan’ sos:al yang seba1k~batknya bagl diri, keluarga serta masyarakat
dengaﬂ menjunjung tinggi hak- -hak azasi serta kewajiban manusia sesuai
dengan Pancasila”; Membaca Tumusan ini, maka secara’ smgkat dapat dikas
takan jlka te!ah ada “kesejahteraan sosxai" maka tak ada lacx faer msskmf
Pemermtah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial ml‘?

Dalam pasal 3 ayat 1 UU Nomor 6/1974 di atas dikatakan tugas Peme-
rintah adalah: a. menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk
memelihara, membimbing, dan'méningkatkan usaha kesejahteraan sosial; b.
memupuk, memelihara, memb:mbmg dan meningkatkan kesadaran serta
tangguna]awab sosial masyarakat; ¢. melakukan pengamanan dan penga-
wasan- peiaksanaan usaha-usaha- kese;ahteraan sosial. Jika kita baca dengan
seksama‘rumusan pasal’3 ayat 1 UU Nomor 6/1974 ini, “tugas" Pemerintah
dalam' menyelenggarakan kese;ahteraan ‘sosial — termasuk’ yang pai;ng
pemmg ada ah fakir- miskin ‘dan’ anak-anak yang terlantar - nampaknyaf

"lebih rihgan™ dari apa‘yang diamanatkan’ oleh pasal 3¢ UUD '1945. Sepem_'
telah dikatakan; pasal 34 itu- mengandung Tumusan normatif agar faklr'
miskin dan anak-anak yang terlantar itu "dipelihara oleh negara”. '

Memang dalam pasal 4 UU di atas disebutkan beberapa usaha yang akan
dijalankan Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial; Usaha-
usaha it ialah:: 2. bantuan ‘sosial ‘kepada Warganegara secara. peroranﬂan
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menjadl korban akibat bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah, atau
penst:wa-penstlwa lam b. pemelzharaan taraf kesejahteraan sosijal meIaqu
penyelenggaraan suatu szstem -jaminan sosial; . bimbingan, pembmaan dan
rehabihtam sosial, termasuk dl dalamnya penyaluran ke dalam _masyarakat,.
kepada: W_arganeﬁara baik; perorangan maupun. kelompok, yang terganggu,'
ke'mampuannya nntuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang ter-
sesat;.d. pengembangan dan penyuluhan sosial uniuk. memngkatkan pera--
yerikemanusiaan dan kegotcng—royongan Usaha~usaha .yang d:sebth
1 nampaknya lebih. rmgan juga jika dibandmgkan dengan amanat:
pasai 34 UUD 1945 tadi.
Berdasarkan uraian di atas, eranya memang perlu ada peraturan per-..
undano—undangan yang secara khusus mengatur tugas-tugas pemerintah untuk
"memelihara” fakir miskin dan anak-anak yang terlantar sebagaimana yang
d;amanatkan oleh UUD 1945. Dalam undang-undang itu, tanggung-jawab
“riegara” “dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak yang teriantar itu
harus dlpertegas sesuai dengan amanat baik yang tersurat maupun yang ter-
sirat di_dalam UUD 1945, bukan. dengan cara meredusirnya begitu -rupa
sepem tercermm di dalam UU Nomor 6/1974 di atas tadi. Undang-undang
yang ingin dibuat itu haruslah benar-benar mampu mengimplementasikan
"kaidah-kaldah fundamental negara" yang termaktub di dalam Pembukaan
UUD 1945 mengenai dasar, hakikat. dan tujuan bernegara kita, maupun
ketentuan normatif di dalam "amran-.aturan dasar” dalam pasal 34. Ini perlu
dilakukan dengan itikad baik, demi pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan
konsekwen yang menjadi tekad kita seiama ini.

u :

Hakikﬁt Piersoalan

Sebaga;mana telah dikatakan daiam pendahuluaﬂ tulisan ini, ketentuan-
pasal 34 UUD 1945 tidaklah berdiri sendiri, tetapi terkait dengan ketentuan
pasal 33 yang mendahuluinya. Urutan kedua pasal ini, dan penempatannya
dalam saru bab yang sama memang logis. Sebab keberadaan fakir miskin dan
anaknanak ‘yang terlantar itu bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, tetapi
terkalt erat dengan sistem perekonomian negara. Perumus pasal 33 UUD
1945 ity jalah Mohammad Hatta, yang dlmaksudkannya untuk dijadikan.
sebagai dasar politik perekonomian dalam rangka pembangunan ekonomi.
negara Indonesia Merdeka selanjutnya,

Latar belakang perumusan pasal di atas ialah, menurut penglihatan Hatta
di masa -itu, dasar ekonomi Kapitalisme Liberal di Eropah Barat secara

hﬁrﬂnn’cnr‘.ﬁnﬂeurmm]on T . L T L T . T
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erkantlhsme makm menguat Eadl marmrut anahsa Hatta perkem

_ '_kekekuargaan dan kegotong«royongan -- semangat kolektw;sme - y'ang'
..menjad ciri khas masyarakat-masyarakat suku di tanah alr Daiam bahasa__-- -'

ta’i negara} yang’ menglwat Unaang»Undang Dagars i ;
dasar pertimbangan di atds itulah, maka rumusan pasal 33 UUI}

.1945 m 'yatakan bahwa' perekormmzan disusun sebagai-usaha bersama ber-.
- dasar atas: asas kekeluargdan. ‘Cabang-cabang produksi yang penting ‘dan
menguasar. hajat h}dup orang banyak-dikuasai oleh negara dan dkgunakan

untuk kemakmuran' rakyat sebesar-besarnya Jadi, hanya cabang—cabang__ By

'pfadﬁkm yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak saja yang penge-
lolaannya dapat dilakukan oleh pe!aku-peiaku ekonomi di luar negara, -
“Sumber-sumber ekonomi, yaitu bumi, air dan‘kekayaan alam yang ter-
kanduno di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Penjelagan pasal’ 33 UUD 1945 tegas mengatakan
bahwa dalam perekonomian kita,’ “kemakmuran rakyatlah yang diutamalcan
kemakmuran bagi semua orangl“ “Karena itu cabang cabang produkf,i
yang pentma bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus
“dxkuasaz oleh negara". Kalau tidak: "tampuk produksi akan jatuh ke tangan
orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya”. Dengan
keterlibatan negara yang intensif dalam pengelolaan sumber-sumber eko-
nomi, maka problema kaumn fakir miskin secara bertahap akan dapat teratasi.

Istxlah Fak:r Miskm dar; Anak Terlantar :

“1stilah "faer mlskm yang dlsebutkan di dalam pasal 34 tadi, sermgkah
dasatukan pengertlannya sebagai peristilahan sehari-hari. Setiap orang yang
lemah dan dhaif di segi ekonomi; disebuit saja dengan istilah’ "fakir miskin".
Namun jika dihubungkan dengan asal—muasai istilah itu diambil; yakni istilah
bahasa Arab yang ditemukan di dalam’ Al-Quran, istilah "fakir" ‘mempunyai
perbedaan gradual dengan ‘istilah "miskin". Dalarn Al-Qur’an kedua istilah
itu ‘sering ‘disebut “dalam “bentuk ‘jamaknya, yaitu "fuqura wal masakin®
[orang-orang fakir dan orang-orang miskin]. Fuqura'adalah goiongaﬂ masya-
rakat yang dapat berusaha, tetapi hasil usaha yang dilakukannya itu tidak

Aot mamrmamii b babhritriloe rea ot arere] rmomalen Tadase dmmmmen Sttt ol ool e aee o e
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kira-kira "tidak memenuhi kebutuhan fisik minimum"]. Sedangkan istilah
“miskin” menunjuk kepada pengertian golongan masyarakat yang memang
tidak mampu berusaha samasekali, mungkin disebabkan oleh faktor-fakior
ﬁsﬂc dan mental, Jadi orang miskin lebih lemah dibandmgkan dengan or g
faki / __
_;__::Istaiah "anak—anak yang terlanl;ar pengertlannya lebih iuas dari 1st:iah

"anak yatim" sebagaimana dxsebutkan oleh Al-Qur’an. Anak yatim memang
disebut sebagai salah satu kelompok yang berhak menerima pembagian zakat
Secara harfiah, dalam pengertian sehari-hari, anak yatim adalah anak yang
dmnggal mati oleh ayahnya Tetapi "yatim" dalam pengertian kelompok
yang berhak menerima zakat, tentunya haruslah dikaitkan dengan lemahnya
kedudukan anak itu di segi ekonomi untuk menopang hidupnya. Jadi istilah

anak anzk yang terlantar” dalam pasa! 34 UUD 1945 harus diartikan bukan
saja anak yatim [dan " yatim piatu” karena kedua orang tua telah menmcgai},

tetapi Juga mencakup semua anak-anak yang meskipun mempunyai kedua
orang tua, tetapi menelantarkan hidup mereka. Keadaan anak-anak. yang
terlantar ini tentu lebih ;parah dibandingkan dengan orang fakir dan orang
m1skm

Jadx penegasan tentang asas perekonomxan -di dalam pasal 33 jeias,
hubungannya dengan pasal 34 tentang tanggung jawab sosial Pemerintah.
Dalam. bidang pembangunan ekonomi, kebijakan ekonomi negara haruslah
menekankan aspek pemerataan. pembangunan sehingga menjangkau kaum
fakir, dan mendorong mereka untuk maju dan berkembang, Tugas Pemerin-
tah di bidang ini berkaitan erat pula dengan rumusan normatif pasal 27 UUD
1945 yang menyatakan "tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Tetapi terhadap kaum miskin, karena keadaan ﬁsxk dan mental mereka
yang tidak memungkinkan mereka bekerja dan berusaha, maka kewajiban
pemerintah untuk "memelihara® mereka dalam makna yang harfiah [menye-
diakan tempat tmgga makan dan perawatan yang tentunya bersifat kon-
sumtif) adalah suatu kewajiban yang tak dapat dielakkan. Ini tentu berbeda
dengan 3nak—anak yang terlantar. Kelompok berusia dini i ini memang memer-
lukan pemeliharaan secara harﬁah seperti terhadap kaum miskin. Tetapi ada
perbedaannya. Kalau kaum miskin selamanya tak mungkin diharapkan dapat
hidup. mandiri, maka anak-anak terlantar dipelihara dan dididik untuk men-
jadi manusia mandiri. Jadi sifat pemeliharaan anak-anak yang terlantar relatif
lebih pendek masanya jika dibandingkan dengan kaum miskin, yang mungkm
memeriukan pemiliharaan sepanjang hayat. -




Corak }’engaturan Undang—Undang

};kaketzga konsep, yaltu "fakir" "mxskin -dam anak terlantar yang:

ntam asas demokrasx ekom)mi mlsainya ‘hal itu'telah dlatur da dalam -

_GBHN “dan ‘berbagai perangkat peraturan perundang-undangan, termasuk‘ :
RUU Perlmdungan Usaha Kecil yang kini sedang dibahas. Undang-Undang
: yana'bemubunuan dengan ketenagai:er;aan juga telah acia yang juga dnkuti

' 'buruh: Sedangkan ‘sebagian’ materi p@ngamran ‘mengenai "fakir ‘miskin dan" -

anak-anak’ yang teriantar 3uga telah dzmuat di da}am UU Pokok Kese_]ah—

teraan Sosial.” - i
"-*-_-'----A'pa yang masih memerlukan permman Iebih lanjut dalam bentuk peng~
ataran; nampaknya ialah’ penegasan mengenat tanggung}awab sosial Pemerin-
tah daiam pemehharaan kaumn miskin dan anak terlantar; Walaupun materi
penﬁaturan ini telah dicakup jiiga oleh UU Pokok Kesejahteraan Sosial;

nainun UU ‘itu sesuai‘dengan kedudukannya sebagai "Undang-Undang Po-
kok"- yang berfungm sebagai payung" bagi diciptakannya undang-undang
lain“untuk” memerinci  hai-hal tertentu yang' secara’ umurm télah dlatumya

tetap diperlukan. Memang dalam kenyataan'selama ini, UU Pokok itu, tetap
saja menjadi "pokok” [=pohon] yang tak pernah mmbuh“cabahg-cabangnya.
Ini terjadi juga misalnya dalam UU Pokok Perkawinan, UU Pokok Kepega-
waian dan berbaga: undang—undang lain yang ]uga menyandang predlkat UU

Pokok -

UU Tentang Zakat

Suatu ha} ‘yang ' juga perlu dlpskirkan dalam rangka tanggung }awab
sosial Pemerintah memelihara kaum miskin dan anak-anak terlantar tadi;
bahkan juga akumulasi‘modal untuk membantu kaum fakir, ialah perlunya
pengaturan ‘lebih lanjut tentang kewajiban umat Islam ‘membayar. zakat.
Pengelolaan - zakat: secara- lebiheffektif dan efisien tentu akan ‘bésar
manfaatnyauntuk mengumpulkan dana-dalam pemeliharaan kaum miskin dan
analkiterlantar tadi dicamning tenmnvs dana vane felsh -dialnkacilean oleh
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APBN yang berasal dari berbagai sumber pendapatan negara.

Zakat memang kewajiban keagamaan Islam. Tetapi pengelolaan zakat
~ hanya mungkin dilakukan secara effekiif jika ada keterlibatan negara dalam
mengelolanya. -Jadi yang diperlukan sekarang ini oleh umat Islam.ialah
adanya "Undang-Undang Tentang Zakat" yang akan mengatur kelembagaan,
pengumpulan, pengelolaan, pemanfaatan dan sebagainya. Perlu pula diplklr-
kan usaha-usaha untuk menyelesaikan "tumpang tindih” zakat dengan pajak.
agar t:dak memberatkan -para wajib zakat dan wajib pajak, ataukah kedy; ‘hal
itu‘harus dilihat secara terpisah, dan dua-duanya wajib dibayar,  ata ada
altemauf Jain. Ini masih memerlukan kajian empiris bagaimana caranya
mengatam persoalan zakat dengan pa_;ak tadi di negara—negara Musl;m_
lamnya

s Dalam mkakarya yang d;sele'aggarakaa Majelis {}iama Indonesia dengan
Dlrektorat Jenderal Pajak beberapa waktu yang lalu, telah ada kesepakatan
bahwa kewajiban membayar- pajak tidaklah meniadakan kewajiban membayar
zakat. Kemudian, bagaimana mekanisme pengaturannya, Apakah zakat cukup
dibayar secara "konvensional” sebagaimana yang berjalan selama ini, yaitu
diserahkan oleh para muzzakki secara langsung kepada para amil-zakat

"swasta” atau langsung kepada para mustahik, atau dikelola saja oleh badan-
badan birokrasi seperti Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah [BAZIS]
s¢bagaimana juga telah berjalan. Atau, memerlukan perangkat peraturan
perundang-undangan yang lebih tegas, yang mengatur mekanisme penyeleng-
garaan.zakat secara lebih professional dan iebih tertib. Dr. AM Saifuddin
misalnya, dahulu pernah melontarkan perfunya dibentuk. Dlrektorat Jenderal
Zakat di bawah struktur Departemen Keuangan. :

Adanya UU Zakat akan sangat bermanfaat menggali potensi dana, sam-
bxl membantu umat Islam menunaikan salah satu kewajiban agamanya yang
memerlukan campur tangan negara, dalam melaksanakan suruhan yang -ter-
muat di dalam pasal 34 UUD 1945 tadi, UU ini pun akan mendorong partisi-
pasi yang lebih luas dari masyarakat dalam membantu negara memelihara
kaum miskin dan anak-anak terlantar tadi. Karena, tanggung jawab sosial
terhadap kaum miskin dan anak-anak terlantar tadi, bukan semata-mata tugas
dan kewajiban Pemerintah, tetapi juga kewajiban selunih masyarakat, lebih-
lebih umat Islam yang memang. d;permtahkan agamanya untuk berbuat demi-
kian. .-

- Umat agama lain tidak perlu khawaur denoan UU Zakat, }lka sek:ranya
nanti ada usaha-uszha ke arah itu, oleh karena hal-hal yang ada di dalam
ajaran agama lain yang pelaksanaannya memerlukan. campur tangan kekua-
saan, hal seperti itu dapat juga diatur-dengan peraturan. perundang-undangan:
inilah- hakikat nesara herdacarkan Pancacila-dan TITII 1048  come corine
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d:sebut-sebuz dengan slogan "bukan negara agama dan bukan pula negara
sekuler” itu. Negara tidak dapat mengmtervensx hal-hal intern yang berhuy-
bungan dengan -dokirin ‘2gama-agama. Tetapi negara berkewajiban untuk
membenkan bantuan dan pelayanan jika umat beragama memerlukan hal se-
perti i demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ajaran agamanya.
~ Bukankah Pemerintah selama ini juga telah aktif membantu dan mela-
yam umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Hal itu samasekali tidak -
dapat diartikan pemerintah melakukan intervensi terhadap urusan intern yang
- berhubungan dengan doktrin agama Islam. Pemerintah s:fatﬂya memb
dan‘melayani. Bahkan dengan cara itu Pemerintah dan ‘badan-badan us
milik negara, seperti PT Garuda Indonesia, dapat memperoleh keuntun
dengan pengangkutan jemaah haji. Jadi jika'nanti dengan UU Zakat; Pe_
rintah-aktif membantu dan melayani umat Islam yang ingin membayar za
sesuai dengan ajaran agamanya, maka hal itu pun bukanlah suatu mtervens_
tetapi’semata-mata bantuan dan pelayanan ‘sesuai dengan kehendak umat
agama yang bersangkutan. Bukan pula hal itu harus diartikan sebagai. pelak—-
sanaan' Piagam Jakarta yang hingga kini secara politik masih "menakutkan”
golongan-golongan tertentu dalam masyarakat, tetapi pelaksanaan UUD [
secara murm dan konsekwen Wailau aiam blssawab
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